RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016 %
TENTANG \
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEM MUM
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMI GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL , DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALI A

DENGAN RAHMAT TUH MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHA@M REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa rkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
Gube an Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/a Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, dan

%u menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
omor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan

Q?\ Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Wa.likota, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran



&

2.

3.

4.

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20$ntang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuN Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan W Indonesia
(Lembaran Negara Republik Ind % Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Le QNegara Republik
Indonesia Nomor 4744); YQV

Undang-Undang Nomor un 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negar ublik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tamdbaha Lembaran Negara Republik

Indonesia No 801) sebagaimana telah diubah
dengan Undahg-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negar blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Ta“éx Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5
U

SQEang—Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
e

nyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pr% dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KatM n/Kota
sebagaimana telah diubah dengan r an Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun %

9. Peraturan Komisi Pemilihan U or 9 Tahun 2015

tentang Pencalonan Peny€lenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gu% , Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota Q akil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan turan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahu ;

10. Putusan Mah h Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

tangg J 015;
11. Put ahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

t% 9 Juli 2015;
1(? san Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XIII/2015

anggal 9 Juli 2015;

E . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015

3
QE tanggal 7 Desember 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut: A |
“Pasal 1 \

Dalam Peraturan ini yang dimaksud d
1. Pemilihan Gubernur dan Wa ernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/ likota dan Wakil

Walikota, selanjutnya dis€but Pemilihan, adalah

pelaksanaan kedau akyat di wilayah provinsi
dan kabupaten@ tuk memilih Gubernur dan

Wakil Guber ati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota d%akﬂ Walikota secara langsung dan

demo ra?“
2. Pemili Umum atau Pemilihan  Terakhir,

jutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir,
lah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

% Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil

Q?\ Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan
paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang Dbersifat nasional, tetap, dan mandiri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas
dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.



o

4.

5.

6.

8.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut
KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga
penyelenggara  pemilihan umum  sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan  Umum/Komisi ependen

Pemilihan Kabupaten/Kota, selanzut& disebut

KPU/KIP Kabupaten/Kota, lembaga
penyelenggara  pemilihan u sebagaimana
dimaksud dalam unda g penyelenggara
pemilihan umum 3@ diberikan tugas
menyelenggarakan &Ihan Bupati dan Wakil
Bupati atau @ a dan Wakil Walikota
berdasarkan «keterftian yang diatur dalam undang-
undang Pe
Panitj han Kecamatan, selanjutnya disingkat
P l@ah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP
paten/Kota untuk menyelenggarakan

?Bg ilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
Pa

"¢

nitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat desa atau  sebutan
lain/kelurahan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya
disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan



9.

berdasarkan  ketentuan yang diatur dalam
undangundang Pemilihan.

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil ubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur da& ndang-

undang Pemilihan. V
10. Panitia Pengawas Pemiliha %bupaten/ Kota,

11.

RS

selanjutnya disebut P Kabupaten/Kota,
adalah panitia yang diben oleh Bawaslu Provinsi
yang bertugas unt ngawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilaya upaten/kota.

Panitia Pengawas P€milihan Kecamatan, selanjutnya

disebut Pa Kecamatan, adalah panitia yang

dibeiéu%eh Panwas Kabupaten/Kota yang

b untuk mengawasi  penyelenggaraan
d

r
%ihan di wilayah kecamatan.
1?& gawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya

isingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwas Kecamatan untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan

lain/kelurahan.

2 13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik
lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kota/Kabupaten.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau

lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai

Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional



15.

16.

17.

19.

dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang secara bersamasama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris

Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris
Gabungan Partai Politik sesuai tingkaﬂ%& atau
dengan sebutan lain sesuai dengan An& n Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah T MT) Partai
Politik yang bersangkutan. %

Tim Kampanye adalah ti Q\g dibentuk oleh

Pasangan Calon bersamaga dengan Partai Politik

atau Gabungan PaﬁJ olitik yang mengusulkan
Pasangan Calgn oleh Pasangan Calon
Perseoran ang=flidaftarkan ke KPU Provinsi/KIP

ga
Aceh atau %(IP Kabupaten/Kota.

Bakal P an Calon Gubernur, Wakil Gubernur,
B tf) Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota,
jutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah
rga negara Republik Indonesia yang diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan
Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.
Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur,
Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil

Walikota yang sedang menjabat.



20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi
yang  diterbitkan instansi  pelaksana  yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah
oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat
yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-
masing sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

21. Menteri adalah menteri yang menye arakan

urusan hukum dan hak asasi manusia \

22. Hari adalah hari kalender. @

Di antara huruf f1 dan huruf gQ ayat (1) disisipkan

1 (satu) huruf, yakni huruf f2, dan huruf h ayat (1) Pasal

4 dihapus, sehingga berb ebagai berikut:
al 4
(1) Warga Neg onesia dapat menjadi Calon
Gubernur akil Gubernur, Bupati dan Wakil

/atau Walikota dan Wakil Walikota
d emenuhi persyaratan sebagai berikut:
ertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-

% cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Dberpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota
dan Wakil Walikota;

e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari

tim dokter;



&

f1.

2.

[

—.

bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, secara komulatif
wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik sebagai mantan terpidana;
dan

2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang.

bagi calon yang pernah dijatuhi pi enjara

berdasarkan putusan pengadilan\ g telah

berkekuatan hukum tetap W bersedia

secara terbuka dan ju engemukakan
kepada publik sebagaj Q\ terpidana, syarat
yang harus dipenu adalah telah selesai
menjalani pidar%?ara paling singkat 5 (lima)
tahun sebe@i lainya jadwal pendaftaran;

bagi calegp yatg pernah dijatuhi pidana penjara

berda%\ putusan pengadilan yang telah

r%ﬁtan hukum  tetap sebagaimana
d sud pada huruf f dan huruf fl1 tidak
éedang menjalani pembebasan bersyarat;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

dihapus;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan

memiliki laporan pajak pribadi;



qg.

T.
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belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang
sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil
Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon
Wakil Walikota;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati dan Wal%untuk
Calon Wakil Gubernur, Calon B&l i, Calon
Wakil Bupati, Calon Waliko‘%ﬁ&éalon Wakil

Walikota;
berhenti dari jabatan Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati V\Q Bupati, Walikota atau
Wakil Walikot g mencalonkan diri di

daerah laiv\% tetapkan sebagai calon,;
tidak bersta sebagai penjabat Gubernur,

pen'a%pati atau penjabat Walikota;

h :
@ eritahukan pencalonannya sebagai
é’_‘vubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
?\ Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang tidak dapat ditarik kembali sejak
ditetapkan sebagai calon;

mengundurkan diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak



&

(2)

(3)
(4)

(
(

(7)
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dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai
calon;

t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau
pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat
ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota sebelum pembe an PPK

dan PPS. \
Syarat calon mampu secara j%Van rohani

sebagaimana dimaksud pada a huruf e tidak

menghalangi penyandang di Qs

Dihapus. Q

Persyaratan bagi ca g pernah dijatuhi pidana

penjara sebagaima maksud pada ayat (1) huruf

f, dikecualikam bagi®

a. calon yang“dipidana penjara karena kealpaan
' ulpa levis);

b alon yang dipidana penjara karena alasan

%olitik.
?@ apus.

Calon yang dipidana karena alasan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah
orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang
memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan
dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan
senjata.

Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf m, adalah sebagai berikut:

a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan
yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama
S (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua
paling singkat selama 2 %2 (dua setengah)

tahun, dan sebaliknya;
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b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada
huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan
Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan
Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota
dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil
Bupati/Walikota  dengan  Wakil  Bupati/
Walikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama, meliputi:

1. telah 2 (dua) kali berturut—t%dalam
jabatan yang sama; \
2. telah 2 (dua) kali dalam@Myang sama

tidak berturut-turut;

daerah yang sa

3. 2 (dua) kali dal an yang sama di
Q atau di daerah yang

berbeda;
d. perhitungan 5

tahun masa jabatan atau 2
Y2 (du ] gah) tahun masa jabatan
sebag%a dimaksud pada huruf a, dihitung
jal ggal pelantikan sampai dengan akhir
a jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,
tau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

?\ dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
( Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

% berlaku untuk:
a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau

QE Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota yang dipilih secara langsung
melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota karena perubahan nama
provinsi atau kabupaten/kota.
(9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf n, dengan ketentuan:
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a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur
untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati,
calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon
Wakil Walikota;

b. belum pernah menjabat sebagai Wakil
Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil
Bupati, calon Walikota atau calon Wakil
Walikota; dan

c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau

Walikota untuk Calon Wakil Bupati, alau Calon
Wakil Walikota. \

(10) Syarat calon sebagaimana dima a ayat (1)

huruf o, berlaku bagi:
a. Bupati atau Wakil B likota atau Wakil

Walikota yang mencanan diri sebagai Bupati
atau Wakil i, Walikota atau Wakil

en/kota lain;
b. Bupati u il Bupati, Walikota atau Wakil

Walik ang mencalonkan diri sebagai

u%r atau Wakil Gubernur di provinsi yang
sdmja;
éupaﬁ atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil
W

?\ alikota yang mencalonkan diri sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

% d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang
mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil
Gubernur di provinsi lain.
(11) Dihapus.
(12) Dihapus.
(13) Dihapus.”

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 5
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan

pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan



(9)
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Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum
pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu

Terakhir. A !
Dalam hal Partai Politik atau Gabu Partai

Politik mengusulkan Bakal @&Vn Calon

menggunakan ketentuan mem paling sedikit
25% (dua puluh lima dari akumulasi
perolehan suara sah sebagQaimana dimaksud ayat
(2), ketentuan tersﬁ anya berlaku bagi Partai
Politik yang me@> kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daeral pa emilu Terakhir.

KPU Proyitisi/ KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupat ota menghitung syarat pencalonan

seb ana dimaksud pada ayat (2), dengan

S:

?\ syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan
‘ , Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu

Terakhir x 20/100; dan

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah
hasil Pemilu Terakhir x 25/100;

c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b
menghasilkan angka pecahan, dilakukan
pembulatan ke atas.

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), didasarkan pada:

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan
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perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan
perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Pgiai Politik
t

tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Poli

kabupaten/kota, dan Bawaslu Pr 'Vau Panwas
Kabupaten/Kota.” 0

tingkat

Ketentuan Pasal 6 diubah, sgingga berbunyi sebagai
berikut:

(2)

(3)
(
(S)

(6)

(7)

al 6
Partai Politiky ata abungan Partai Politik hanya
dapat men an 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

Pai‘@?ﬁ' dapat bersepakat dengan Partai Politik
i tuk

| membentuk  gabungan dalam

aftarkan Bakal Pasangan Calon.

ﬁ?&; tai Politik atau Gabungan Partai Politik
melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan

Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.

Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik lainnya.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya
sejak pendaftaran.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal
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calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah
didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal
Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat
mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan
Calon pengganti.

Bakal calon yang telah menandatangani
kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri

sejak pendaftaran. \
Dalam hal bakal calon sebagaim Wksud pada
ayat (7) mengundurkan diri, 1 Politik atau

calon dan/atau bakal

Gabungan Partai Politik encalonkan tidak
dapat mengusulkan bak§

calon pengganti d% ncalonannya dinyatakan

”»

gugur.

Ketentuan a§at asal 8 diubah, sehingga berbunyi

sebagai beriku
é “Pasal 8

(1)

&

oF

(2)

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
upaten/Kota menetapkan persyaratan
pencalonan  berupa jumlah  dukungan dan
persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan
dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada jumlah pemilih yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir.”
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6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 9
(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan
bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), adalah:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 10% (sepu% rsen)
dari jumlah pemilih yang terdaftar\ daftar
pemilih tetap pada Pemil Pemilihan

Terakhir;
b. provinsi dengan ju duduk lebih dari

2.000.000 (dua jut; jiwa sampai dengan
6.000.000 (ena‘b ta) jiwa harus didukung

paling sedikit o (delapan setengah persen)

dari ju h pefilih yang terdaftar dalam daftar
pemiléap pada Pemilu atau Pemilihan
@ms& dengan jumlah penduduk lebih dari
&OOO 000 (enam juta) jiwa sampai dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah

% persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar

dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Q?\ Pemilihan Terakhir;

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah
persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir.

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh

persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang

bersangkutan.
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(3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka

pecahan dilakukan pembulatan ke atas.”

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

“Pasal 10

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan

bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilfWalikota,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal\ yat (1),

adalah: V

a.

kabupaten/kota dengan N h penduduk
sampai dengan 250.0 Q ratus lima puluh
ribu) jiwa harus dichg paling sedikit 10%
(sepuluh perseﬁ ri jumlah pemilih yang

terdaftar dala aftar pemilih tetap pada
Pemilu u ilihan Terakhir;

kabupate ota dengan jumlah penduduk lebih

ai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

@?’0.000 (dua ratus lima puluh ribu)
S

éams didukung paling sedikit 8,5% (delapan

setengah persen) dari jumlah pemilih yang
terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada
Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari
jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar
pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan
Terakhir;

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari

jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar
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pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan
Terakhir.

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka

pecahan dilakukan pembulatan ke atas.”

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehin&&erhunyi
sebagai berikut: V
“Pasal 12 @

(1) KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumufnkan jadwal penyerahan
dokumen dukung%%akal Pasangan Calon
perseorangan, sebe masa penyerahan dokumen
dukungan.

(2) Pengumum jadwal penyerahan dokumen
dukupga bagaimana dimaksud pada ayat (1),
di a@w melalui media massa cetak dan/atau

onik dan papan pengumuman dan/atau laman
U Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

% (3) Pengumuman  jadwal penyerahan dokumen

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
@ dilakukan selamal4 (empat belas) hari.
(4) Pengumuman  jadwal penyerahan dokumen
dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencantumkan:
a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan
persyaratan  jumlah  minimal dukungan
Pasangan Calon perseorangan dan
persebarannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dan Pasal 10;
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b. tempat penyerahan dokumen dukungan
Pasangan Calon perseorangan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota; dan

c. waktu penyerahan  dokumen = dukungan

Pasangan Calon perseorangan.”

Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

“Pasal 13 2 l
(1) Bakal Pasangan Calon perseora& wajib
menyerahkan dokumen dukungeqifv memenuhi

persyaratan pencalonan seb na dimaksud

dalam Pasal 9 dan Pasal 1
(2) Penyerahan dokumen kungan sebagaimana

dimaksud pada ayﬁ\ dilakukan sesuai dengan
jadwal dalam Rera Komisi Pemilihan Umum
tentang Tahapat, Program dan Jadwal

Penyelenggaca Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gube ?upati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wa@ an Wakil Walikota.

(3) %rahan dokumen dukungan sebagaimana
?&' aksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat

‘ , pukul 16.00 waktu setempat.
EO

Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 14 diubah dan Pasal
14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 14
(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan
dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas
kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
(2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menggunakan formulir Model
B.1-KWK Perseorangan.
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(3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah
menghimpun surat pernyataan dukungan secara
perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan
formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Bakal
Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun
daftar nama pendukung ke dalam formulir Model
B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan
dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

a. nomor induk kependudukan;

o

alamat;

c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga );
d. desa atau sebutan lain/kelur, w

e. kecamatan; @

f.  kabupaten/kota; 0

g. tempat dan tanggal IQ/ umur;

h. jenis kelamin; d%

i.  status perk@ !

(4) Identitas kempendttdukan sebagaimana dimaksud

pada ayat at berupa:
a. r nda Penduduk;
b, Wkar, keluarga berlaku untuk 1 (satu)

%endukung;
?\ paspor; atau

d. Identitas Lain.
)

% 5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah
pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana
@ dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh
pemerintah  daerah induk dapat digunakan
sepanjang masih berada dalam wilayah daerah
pemekaran dan belum dilakukan perubahan

administrasi kependudukan.

(6) Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d, dilarang dikeluarkan secara
kolektif.

(7) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun

rekapitulasi  jumlah  dukungan = sebagaimana
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dimaksud ayat (1) dengan menggunakan formulir

Model B.2-KWK Perseorangan untuk:

a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan
kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau

b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan,
kecamatan dan kabupaten/kota  untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal

calon perseorangan dapat menghi n surat

pernyataan dukungan secara perseoN n atau
kolektif, dan dibubuhi materai de

n entuan:

a. materai dibubuhkan dokumen

perorangan, dalam urat pernyataan
dukungan dihimpun

b. materai dibubufS ada dokumen kolektif per
urat pernyataan dukungan

desa, dala@
dihimpus kol®®tif per desa.”

ara perseorangan, atau

unyi sebagai berikut:

11. Ketentu@y;?ﬁ, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15 diubah,
b

(

(2)

(5)

“Pasal 15

kal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan
surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah
dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan file asli.
Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa
fotokopi identitas kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk
hardcopy.
Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan
wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan

ketentuan:

a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu)
rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap
salinan kepada PPS melalui PPK;

c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai % Bakal
Pasangan Calon, setelah eroleh
pengesahan KPU Provinsij Ceh atau
KPU/KIP Kabupate dengan
membubuhkan paraf basah.

(6) Dalam hal Bakal PasaQ?lil Calon perseorangan
tidak memenuhi ke% n sebagaimana dimaksud
yat (3), ayat (4) dan ayat (5)

pada ayat (1), a@, , ,
si/ Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten % mengembalikan dokumen

dukupga tuk diperbaiki dalam masa penyerahan
@ dukungan.”

an Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebgai

“Pasal 16
Penelitian terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan
Calon perseorangan, terdiri dari:
a. penelitian administrasi;

b. penelitian faktual.”

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17

diubah, sehingga berbunyi sebgai berikut:
“Pasal 17
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi
terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

dengan cara:
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a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal
dukungan dan persebaran yang terdapat dalam
softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah
minimal dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy dengan hardcopy
dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.

Dalam hal jumlah minimal dukungan dan
persebaran telah sesuai antara so‘t%gﬂ dan
hardcopy, KPU Provinsi/KIP Aceh at PU/KIP

Kabupaten/Kota menyusun ber1®’ dan tanda

terima.

Dalam hal jumlah i Q dukungan dan
persebaran tidak sesu?antara softcopy dan
hardcopy, KPU Pr KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten /Kot sun Dberita acara dan
mengembali men dukungan kepada Bakal
Pasangan Qa untuk diperbaiki dalam masa

peny a?ﬁokumen dukungan.
D, 1@&1 Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi

h minimal dukungan dan persebaran sampai

?dg gan akhir masa penyerahan dokumen dukungan,

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan
Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menunjuk
petugas untuk mendampingi proses penelitian

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Pasal 18 diubah,

sehingga berbunyi sebgai berikut:

(1)

“Pasal 18
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap
dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan

Calon perseorangan.
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Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terjadi apabila:

a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; atau

b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari
1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan
Calon perseorangan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana

dimaksud pada ayat huruf a,

menindaklanjuti dengan penehtlan faktu

Dalam hal ditemukan dukungan ganda& aimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b gan hanya

dihitung 1 (satu). %

KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyus berita acara hasil
penelitian dugaan dﬁ n ganda.

Pada Pemilihan Gu r dan Wakil Gubernur, KPU
Provinsi/KIP menyampaikan salinan berita
acara haséhtlan sebagaimana dimaksud pada

)
@ngan Calon perseorangan;

é(PU /KIP Kabupaten/Kota; dan
PPS melalui PPK.

da Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara
hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada:
a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan

b. PPS melalui PPK.”

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga

berbunyi sebgai berikut:

(1)

“Pasal 19
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU
Provinsi/KIP  Aceh  menyampaikan dokumen

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan
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hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada
PPS melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK.
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan
hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada
PPS melalui PPK.

Sejak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen

dukungan kepada PPS sebagaimana di d pada
ayat (1) dan ayat (2), penduku%xﬁgan Calon

tidak dapat menarik kembali @

nnya.”

Ketentuan ayat (1), ayat (3), d ant (7) Pasal 20 diubah,

sehingga berbunyi sebgal‘§ ut:

120

(1) PPS melaku elitian administrasi dan faktual
paling la %&mpat belas) hari setelah menerima
doku ukungan Bakal Pasangan Calon

r@w an sebagaimana dimaksud dalam Pasal
at (1) dan ayat (2).
el1t1an administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
% a. penelitian keabsahan surat dukungan pada
formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor
Induk Kependudukan dan alamat pendukung
pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dengan  fotokopi identitas kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung
dengan daerah Pemilihan;

d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen
dukungan;

e. penelitian kesesuaian alamat pendukung

dengan wilayah administrasi PPS;
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f.  penelitian identitas kependudukan untuk
memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung dan/atau status perkawinan.

(3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan
tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal
Pasangan  Calon  perseorangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan
dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak
menggugurkan dukungan.

(3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyata%oelum
memenuhi syarat sebagaimana dimaks\ da ayat
(3) pada formulir Model BA.3.1- seorangan,
tetap dilakukan penelitian fakt PPS.

(4) Dalam hal daftar nama d &t pendukung pada
formulir Model B.l—KWKQseorangan tidak sesuai
dengan fotokopi id% sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) l@ 7 dukungan tersebut dicoret
dan dinyatakan ti memenuhi syarat.

(5) Dalam hal%at pendukung tidak sesuai dengan
daer han sebagaimana dimaksud pada ayat
( @J c dukungan tersebut dicoret dan

takan tidak memenuhi syarat.

( lam hal pada formulir Model B.1-KWK
Q Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi

% identitas kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(6a) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis
masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi
syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan
penelitian faktual.

(7) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan
wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat

digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan
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pada masa perbaikan dengan memindahkan
dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan
lain/kelurahan.
Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret
dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK
Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik I esia dan
Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kungan,
dukungan tersebut dicoret dan di Meterangan
%\ggota Tentara

bahwa yang bersangkutan ada
Nasional Indonesia, Kepeh Negara Republik

Indonesia dan Pegawai NGQ Sipil.”

17. Ketentuan ayat (2) %b diubah, sehingga berbunyi

sebgai berikut:

“Pasal 21
PPS %un berita acara hasil penelitian
'@asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
(2) dengan menggunakan formulir Model
.3.1-KWK Perseorangan.
Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5
(lima) rangkap yaitu:
a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri
semua dokumen dukungan setiap Bakal
Pasangan Calon;
c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP
Kabupaten/Kota melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.”

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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“Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), PPS
melakukan penelitian faktual.

(2) Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan
kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon
perseorangan.

(3) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat
mengangkat petugas peneliti dari Rukt@angga
(RT)/Rukun  Warga (RW) setemN sesuai

kebutuhan.” @V

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2a), dan ayat (8) Pasal
23 diubah, sehingga berbunéi sébagai berikut:

13

3

(1) PPS melakuka itian faktual dengan cara
mendatangi setiap™fempat tinggal pendukung yang
telah din@ memenuhi syarat administratif

untu ?&ocokkan kebenaran nama, alamat

P v@ng, dan dukungannya kepada Bakal

gan Calon.

( lam hal pendukung menyatakan kebenaran

Q dukungannya, dukungan yang bersangkutan
% dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

(2a) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam

@ formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak

terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan

materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(3), menyatakan kebenaran dukungannya, bakal

calon perseorangan membubuhkan tanda tangan

pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang

diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

(3) Dalam  hal pendukung menyatakan  tidak

memberikan dukungannya, pendukung mengisi

formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan

namanya dicoret dari daftar dukungan.
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Dalam  hal pendukung menyatakan  tidak
memberikan dukungannya, tetapi yang
bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model
B.3-KWK  Perseorangan, dukungannya  tetap
dinyatakan sah.

Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik
dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap
verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap
dinyatakan sah.

Dalam hal terdapat pendukung yang %dapat
ditemui atau alamat tempat tinggal penN ng tidak
ditemukan, PPS memberikan c Nada kolom

meragukan, PPS dapat méfninta pendukung untuk

keterangan.
Dalam hal terdapat bulQ pi identitas yang

menunjukkan identi% endudukan yang asli.
Dalam hal tﬁ pendukung memberikan
dukungan kepada¥€bih dari 1 (satu) Bakal Pasangan

Calon, P enanyakan kepada pendukung
kepa ia%kungannya terhadap 1 (satu) Bakal
P s@ Calon dan pendukung membubuhkan
tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan
lon yang didukung, dan mencoret nama
pendukung dalam daftar nama pendukung dari
Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda
tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-
KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran
dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan
diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap
jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda
tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-
KWK  Perseorangan dan menyatakan  tidak
mendukung serta bersedia atau tidak bersedia

mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan,
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dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
dicoret dari daftar dukungan.

PPS dan/atau petugas penelitian faktual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta
kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk
menandatangani formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa
atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib

mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.”

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat % 24 diubah,

(1)

“Pasal
Dalam hal pendukuchidak dapat ditemui
sebagaimana dimak% lam Pasal 23 ayat (6), PPS
melakukan  pgneliti faktual dengan cara
berkoordinasd, defigan Bakal Pasangan Calon
dan/atau ti nghubung Bakal Pasangan Calon
mengha seluruh pendukung di wilayah desa
a a@outan lain/kelurahan pada waktu dan

t yang telah ditentukan, guna mencocokkan

?ﬂa meneliti kebenaran dukungan.
( Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim

(3)

(4)

penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat
menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan
penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi
kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna
membuktikan dukungannya paling lambat sebelum
batas akhir penelitian faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan
batas waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan
Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak
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memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut

dicoret dari daftar dukungan.”

Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

“Pasal 25
PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24

ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan
yang ditandatangani oleh Ketua dan Ang%ﬁl’&
Berita acara hasil penelitian faktual aimana
dimaksud pada ayat (1) dibu ML 5 (lima)
rangkap yaitu: %

a. 1 (satu) rangkap unQQp Bakal Pasangan

Calon;
b. 1 (satu) rangk uk PPK dengan dilampiri
semua dqku dukungan setiap Bakal

Pasangan Cal81;

rangkap untuk KPU/KIP

. 1
@b?eﬁen /Kota melalui PPK;
1

C

d tu) rangkap untuk PPL;

(satu) rangkap untuk arsip PPS.”

22. K Zntuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 24 diubah,

&

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

“Pasal 26
PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi
dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual
di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh:
a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
b. Panwas Kecamatan; dan

C. PPS.
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Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan
Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan
dengan menunjukkan bukti pendukung.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan
dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK
Perseorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal Pasangan Calon atau tim pengh\@ tidak
dapat menerima, Bakal Pasangan CaN tau tim
penghubung mengisi formulir %VAA.I—KWK

Perseorangan.” 0

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 Q@ah, sehingga berbunyi

&

24.

(1)

(2)

sebagai berikut: §

Hasil rekapitulasi™jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud % Pasal 26 ayat (1) dituangkan dalam
berit ao?’formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
B r@cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud

ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat),

s ?ﬁa tu:
‘ , a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan

Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

C. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.”

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 28 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

“Pasal 28
KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat
pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan
hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di

wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah
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menerima berita acara dari PPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh:
a. Bakal Pasangan Calon atau tim peng

nbhubung;

b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
c. PPK.

(3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan
Panwas Kabupaten/Kota  dapat %ﬁjukan
keberatan dengan menunjukkan bukti I& kung.

(4) Dalam hal keberatan sebagaima sud pada
ayat (3) dapat diterima, KPU %bupa‘cen/ Kota
melakukan pembetulan gmencatat dalam
formulir Model BA.S5. 1—KWQerseorangan.

(5) Dalam hal keberataﬁ) agaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak @ ibuktikan kebenarannya dan
Bakal Pasangan on atau tim penghubung tidak

dapat me a, Pasangan Calon atau tim
pen b mengisi formulir Model BA.5.1-KWK
Perseofahgan.”

25. an ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi

@ gai berikut:
% “Pasal 29

(1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana
@ dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam
berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
(2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat),
yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan

Calon;
b. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Provinsi dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur;
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c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas
Kabupaten/Kota;

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP
Kabupaten/Kota.”

23. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 30 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 30
(1) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU

Provinsi/KIP Aceh melaksanakan r%pleno
terbuka rekapitulasi dukungan berda\ n hasil
rekapitulasi jumlah dukunga% ¥ KPU/KIP

Kabupaten/Kota di wilayah kefj paling lama 3
(tiga) hari setelah mengri erita acara dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota¥sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat ruf b.

(2) Rapat pleno sebagaimdna dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh:
a. Bakal%gan Calon atau tim penghubung;
b. Provinsi; dan
C, @ KIP Kabupaten/Kota.
(3) Pasangan Calon atau tim penghubung dan
aslu Provinsi dapat mengajukan keberatan
dengan menunjukkan bukti pendukung.

% (4) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU

Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan

Q mencatat ke dalam formulir Model BA.6.1-KWK
Perseorangan.

(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak

dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim

penghubung mengisi formulir Model BA.6.1-KWK

Perseorangan.”

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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“Pasal 31

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam berita
acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan

Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU R{jvmm/ KIP
Aceh.”

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan aya sal 32 diubah,
di antara ayat (3) dan ayat (4) P. disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (3a), sehin@unyi sebagai berikut:

[13 32

(1) Bakal PasanganyCa erseorangan atau salah satu

ReE

o

(3)

bakal calon fpersedfangan yang mengundurkan diri
pada é\ehtlan administrasi dan faktual
duk ;ta?\ tingkat PPS sampai dengan
@am jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi
nuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan
on lain.
Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu
bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada
masa penelitian faktual dukungan sampai dengan
rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan
calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon

tersebut berhalangan tetap.

(3a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau
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b. tidak mampu melaksanakan tugas secara
permanen.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
masyarakat.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa
penggantian calon berakhir.

(6) Masyarakat dapat memberikan tan atau
menarik dukungannya sampai den anx ga) hari

sebelum penetapan Pasanga n peserta

Pemilihan. 0
(7) KPU  Provinsi/KIP Qh dan  KPU/KIP
a

Kabupaten/Kota mela%
pencalonan dan pers tan calon paling lama 3
(tiga) hari sejak @nen calon pengganti diterima.”
Ketentuan $3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Baka

O “Pasal 33
asangan Calon perseorangan yang telah

penelitian persyaratan

Gﬂgi uti proses penelitian administrasi sebagaimana

aksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan penelitian faktual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau
Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.”

Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 34
(1) KPU  berkoordinasi dengan  Menteri untuk
mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang
penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
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Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang
penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi dan/atau
kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
masa pendaftaran Pasangan Calon.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat me%ngaikan
salinan keputusan kepengurusan R& Politik

tingkat provinsi dan/atau kabupate ta kepada

KPU sesuai dengan permintaan
KPU menyampaikan salj putusan Menteri
sebagaimana dimaksud pafla ayat (2) dan salinan

keputusan Pimpina tai Politik tingkat pusat
sebagaimana di@ pada ayat (4) kepada KPU
Provinsi/KIP eh dan/atau KPU/KIP
Kabupaten@ sebelum masa  pendaftaran

Pasanga on.
D 1@ pengesahan kepengurusan Partai Politik

t kabupaten/kota tidak dilakukan oleh

?m pinan Partai Politik tingkat pusat, KPU

Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan
Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa
pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan
salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat

mendaftarkan Pasangan Calon.”

30. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat

pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4)
atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan

pendaftaran Bakal Pasangan Calon.”

Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 36 diubah, dan ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10)

Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 36

(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Men{eli tentang
kepengurusan  Partai  Politik tin% pusat
sebagaimana dimaksud dalam %X@% ayat (1)

masih dalam proses penyel sengketa di
pengadilan, KPU Provinsi eh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota meneri pendaftaran Bakal
Pasangan Calon b rkan keputusan terakhir

dari Menteri tentan etapan kepengurusan Partai

Politik.
(2) Apabila @ proses penyelesaian sengketa

seba il%? dimaksud pada ayat (1) terdapat
rét%’

P n  pengadilan mengenai penundaan
erlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP
h dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat

menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon

% sampai dengan adanya putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan
ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari

Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai

Politik.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Dihapus.

(9) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap
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peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan

ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.

(10) Dihapus.”

32. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

&

o

(3)

(4)

“Pasal 37
KPU Provinsi/KIP Aceh atau @U /KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan penda n Bakal
Pasangan Calon melalui medi W dan/atau
papan pengumuman dan/ % laman  KPU
Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota
sesuai dengan jadwal sebag@imana ditetapkan dalam
Peraturan Komisi§n ilihan Umum tentang
Tahapan, Prog@ Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati

Guber
dan Waki ti, dan/atau Walikota dan Wakil
Wali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

iIcantumkan:

li te?‘
Dél m’ pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan
a

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8
ayat (1);
b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
c. tempat penyerahan.
Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling
lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir
pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat
pukul 16.00 waktu setempat.”
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24. Ketentuan Pasal 38 diubah, ayat (2) Pasal 38 ditambah 2

o

(dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, di antara ayat (2)
dan ayat (3) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(2a), dan ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat,
yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38 \
(1) Partai Politik atau Gabung Vai Politik
kepada KPU

mendaftarkan Bakal Pasangan

Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota
selama masa pendaftara
dalam Pasal 37 ayat%

(2) Dalam mendaftar Bakal Pasangan Calon

sebagaimanasdimakSud pada ayat (1), Partai Politik

sebagaimana dimaksud

atau Gab Partai Politik wajib memenuhi

pers e%:“
t

a, \kétgntuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

%nenyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan

‘ , E Calon dan dokumen syarat calon;

% c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan
Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

d. menyertakan surat pernyataan kesepakatan
antar Partai Politik yang bergabung untuk
mengusulkan Pasangan Calon;

e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan
antara Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik  dengan Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pemilihan.

(2a) Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Keputusan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat (2)
diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa
pendaftaran Pasangan Calon;

surat pernyataan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dan huruf e ayat (2)

diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa
pendaftaran Pasangan Calon; dan *

ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b tidak dapat dl% erubahan,

semenjak diserahkan sa engan akhair
masa pendaftaran Pasangan Calon,

kecuali perubahan sebut disebabkan oleh

berhalangan tet%
Bakal Pasangav@ perseorangan mendaftarkan
U

diri kepada

ovinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten selama masa pendaftaran

seb

Par

agai dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
@o itik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

(1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat

pendaftaran.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan

Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan

Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan

yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif

tidak memenuhi persyaratan pencalonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPU
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Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut,
menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon
kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang bersangkutan.”

25. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, dan huruf k

Pasal 39 diubah, huruf h dan huruf i Pasal 39 dihapus,

sehingga berbunyi sebagai berikut: A |
“Pasal 39 \

Dalam menerima pendaftaran Bakals®a an Calon,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KP@ bupaten/Kota

bertugas:

a. menerima dokumen e&atan pencalonan dan
persyaratan calon yﬁ) iajukan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai“Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemen n persyaratan sebagaimana
dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf a;

c. meneliti eabsahan dokumen persyaratan
pencaldoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

2) huruf b dan huruf c, yaitu:

?& keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat
‘ , pusat yang menandatangani surat keputusan

% tentang kepengurusan Partai Politik sesuai
tingkatannya  dengan  berpedoman = pada

Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat
provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani
dokumen persyaratan dengan berpedoman pada
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU
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atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (6).
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf ¢, KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda

Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang

berisi: A l
1. nama Partai Politik atau Gabu Partai

Politik yang mendaftarkm@&? Pasangan

Calon;
2. nomor dan tanggal k Pimpinan Partai

Politik tingkat pus dan/atau keputusan
Pimpinan Palﬁ olitik  tingkat provinsi

sebagaimana sud pada huruf c;
3. nomor dan tafggal Keputusan Pimpinan Partai

Politik at pusat tentang persetujuan Bakal
S Calon yang diusulkan oleh pengurus
Parfai Politik tingkat provinsi atau pengurus

artai Politik tingkat kabupaten/kota, yang

?\ itandatangani oleh Ketua Umum dan
‘ , Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan

Partai Politik tingkat pusat;

4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat
dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai
Politik atau masing-masing kantor Pimpinan
Partai Politik yang bergabung mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon;

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal

dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal

Pasangan Calon perseorangan;
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berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
perseorangan menggunakan Tanda Terima
Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama lengkap bakal calon;

2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
3. alamat dan nomor telepon bakal cal%
4. jumlah dan jenis kelengkap okumen
persyaratan pencalonan dan Wtan calon;
5. dokumen persyaratan du % dan sebaran
dukungan bakal calo Q
menerima daftar naman Kampanye tingkat

provinsi, kabupatenf% dan kecamatan;
dihapus;

dihapus;

memberik $u11r sebagaimana dimaksud pada
da Partai Politik atau Gabungan Partai

P l®ng mengajukan Bakal Pasangan Calon atau

lir sebagaimana dimaksud pada huruf f

?kg ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
m

emberikan surat pengantar pemeriksaan
kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang
ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.”

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 40

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 40
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan
dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat
calon setelah pendaftaran Bakal Pasangan Calon,
kecuali terhadap perubahan dokumen

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari
1 (satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)
Bakal Pasangan Calon yang didaftarkan oleh

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang dinyatakan sah sebagaimana dima@dalam
Pasal 35.

Dalam hal Pimpinan Partai Poli Gabungan
Partai Politik tingkat pro atau tingkat
kabupaten/kota yang din Qsah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Qiemberikan dukungan
kepada lebih dari ) Bakal Pasangan Calon,

KPU Prova Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/ erima pendaftaran Pasangan
Calon yan%\dapat persetujuan dari Pimpinan
Partaj P tingkat pusat.

D, 1@&1 terdapat perubahan keputusan tentang
gurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau
ilgkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
setelah pendaftaran, Partai Politik wajib
menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik
tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi
terhadap dokumen perubahan kepengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau

mengubah Bakal Pasangan Calon yang telah
didaftarkan.”
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27. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 dihapus, ayat (2), ayat (3),

dan ayat (5) Pasl 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
“Pasal 41
(1) Dihapus.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

(3)

(4)

(9)

pendaftarannya  tidak  diterima  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan

pendaftaran calon sebagaimana dima%dalam
Pasal 38 ayat (2). \

Dalam hal terdapat 1 (satu) atalqyﬁrtai Politik
t

dalam Gabungan Partai Politi melampirkan

tentang  persetujuan

Keputusan Pimpinan Pagtai ik tingkat pusat
sangan Calon, KPU

Provinsi/KIP Aceh ébl PU/KIP Kabupaten/Kota
itik tersebut tidak dapat

menyatakan P@
menjadi bagian “dari Gabungan Partai Politik
pengusul %Pasangan Calon dan mencatatnya

dalam begita*acara.
K @rovinsi/mp Aceh atau KPU/KIP

paten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai

?ﬁb itik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

&

dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi
paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik
pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik
dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, yang
menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik
tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian
Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai
Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut
masih memenuhi syarat pendaftaran calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU
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Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari
Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan

dalam Berita Acara.”

28. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf j,
huruf k, huruf m, hururf n, huruf o, huruf p, huruf s,
huruf u, huruf v, huruf w, dan huruf x ayat (1) dan ayat
(3) Pasal 42 diubah, huruf k, huruf u dan huruf v ayat (1)

Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai hetikut:

“Pasal 42 \

(1) Dokumen persyaratan pencalon% ersyaratan

calon sebagaimana dimaksud asal 39 huruf

a yang wajib disampaikan KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupafen /Kota terdiri atas:

a. surat pencalor% ang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai«Politik atau para Pimpinan

Partai liti ang bergabung sesuai dengan

tingkatanfiya menggunakan formulir Model B-
Y pol beserta lampirannya,;
b, §sdrat pencalonan yang ditandatangani oleh

éasangan Calon perseorangan menggunakan

formulir Model B-KWK Perseorangan beserta

Qv lampirannya;
% c. surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti
@ pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf f, huruf f1, huruf 2, huruf m, huruf n,
huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan
huruf u menggunakan formulir Model BB.1-
KWK;

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

huruf c dilengkapi:
1. tanda terima penyerahan surat pengajuan

pengunduran diri bagi Calon yang

berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,
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Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah
lain; dan

2. surat keterangan bahwa pengunduran diri
sedang dalam proses bagi Calon yang
berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah
lain;

surat pernyataan sebagaimana di ud pada

huruf c dilengkapi: \

1. surat pemberitahuan @nan bagi

Calon yang berstat agai anggota

Dewan Perwakil t, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan
Perwakilan t Daerah; dan

2. tanda a penyampaian surat
pemberitahuan pencalonan dari
S riat Dewan Perwakilan Rakyat,

Yeﬁan Perwakilan Daerah, dan Dewan
erwakilan Rakyat Daerah.

ihapus;

dihapus;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian
dari pejabat berwenang bagi Calon yang

berstatus  sebagai  Anggota  KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota;
dihapus;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti
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pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
dihapus;

surat tanda terima penyerahan laporan harta
kekayaan penyelenggara negara dari instansi
yang berwenang memeriksa laporan harta
kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;

surat keterangan tidak sedan memiliki

tanggungan hutang secara N rangan
dan/atau secara badan hu Vg menjadi

tanggung jawabnya yang an keuangan
negara dari pengadi eri yang wilayah
hukumnya meliputi®tempat tinggal Calon

sebagai bukti

uhan persyaratan calon
sebagaimana sud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf j;

surat ngan tidak sedang dinyatakan pailit

rda€atkan putusan pengadilan yang telah
punyai kekuatan hukum tetap dari
éengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf k;

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama calon, tanda terima penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas
nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak,
dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan
pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf 1;

daftar riwayat hidup yang dibuat dan
ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai
Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai
Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
ditandatangani oleh bakal calon bagi calon

Perseorangan menggunakan formulir Model

BB.2-KWK; A |
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi Ijazah/Surat Tan@fat Belajar

(STTB), yang telah dileg oleh instansi

yang berwenang, s ukti pemenuhan

persyaratan calon ebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 a huruf c;

naskah visﬂ an program Pasangan Calon
mengacu, pa encana Pembangunan Jangka
Panja JP) Daerah yang ditandatangani

S Calon;
t.. \daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,

abupaten/kota, dan/atau kecamatan;

dihapus;

dihapus;

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4

cm X 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar

dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar,

serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau

ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta

softcopy;

bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf f wajib menyerahkan:

1. surat pernyataan sebagai mantan
narapidana yang secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik sebagai
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mantan terpidana dan bukti dimuat pada
surat kabar lokal/nasional; dan

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa
Calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari:
a) Kepolisian Daerah untuk calon

Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b) Kepolisian Resor untuk calon Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota. A |
x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pm& penjara

dan tidak bersedia secara dan jujur
mengemukakan kepada p ebagai mantan
terpidana sebagaima sud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf f1 ,jSb menyerahkan surat

keterangan te% elesai menjalani pidana
k

penjara paling

dimulainya wal pendaftaran dari kepala
lembaénasyarakatan;

y. g n yang pernah dipidana penjara karena

@paan ringan (culpa levis) dan/atau alasan

éolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan

at 5 (lima) tahun sebelum

‘ ,E surat keterangan dipidana karena kealpaan

ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan
atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung
dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan
surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang
sah.
Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
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dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon

perseorangan.”

29. Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (1) dan huruf c ayat
(2) Pasal 43 diubah, dan ketentuan huruf e ayat (1) dan
huruf e ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 43

(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan
Calon dari Partai Politik atau Gabu%Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam 1%1 42 ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Pa @olitik tingkat
pusat tentang pers Q Bakal Pasangan
Calon menggunakaerulir Model B.1-KWK
Parpol; b

b. surat per@ kesepakatan antar Partai
Politik ng “Pergabung untuk mengusulkan
Pasan%alon menggunakan formulir Model

2 Parpol;

C.

2]

rat pernyataan kesepakatan antara Partai

olitik atau Gabungan Partai Politik dengan

?\ Pasangan Calon untuk mengikuti proses

Q Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-
% KWK Parpol;

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang

QE menyatakan visi, misi, dan program Pasangan

Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-
KWK Parpol;

e. dihapus; dan

f.  dokumen administrasi persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
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(2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

b.

C.

X

€.

berita acara rekapitulasi hasil penelitian
dukungan Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf a untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
huruf a untuk Pemilihan Gubernug dan Wakil
Gubernur; \

dokumen dukungan berup Mernyataan

dukungan dan lampir sebagaimana

dimaksud dalam 14 ayat (1)
menggunakan  for ir Model B.1-KWK

Perseorangan;

surat per bermaterai cukup yang

menyatakan 1, misi, dan program Pasangan

Calon “¢eS®ai dengan Rencana Pembangunan

Bakal Pasangan Calon menggunakan

@%anjang (RPJP) Daerah, ditandatangani
0

ormulir Model B.4-KWK Perseorangan;

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani
oleh Pasangan Calon;

dihapus; dan

dokumen administrasi persyaratan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42.”

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan huruf b ayat (1)

(1)

Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai
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Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal
Pasangan Calon perseorangan:
a. mendaftarkan Tim Kampanye;
b. dihapus.

(2) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang

Kampanye Pemilihan.”

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pas diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut: \

“Pasal 46 V
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh @J KPU/KIP

Kabupaten/Kota berkoopei iy dengan Ikatan
ingkat

Dokter Indonesia (IDI) provinsi atau

kabupaten/kota unt

a. menetapkan s r kemampuan sehat rohani
dan  jasma dengan  Keputusan  KPU
Provin Aceh atau KPU/KIP

‘t?a’en/ Kota;
b etapkan rumah sakit pemerintah yang

%apa‘t ditunjuk untuk melaksanakan

pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani

‘ ,E dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan standar
kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit
pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan
kesehatan bakal calon.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik
atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk
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melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan
jasmani.

(4) Rumah  sakit pemerintah yang melakukan
pemeriksaaan kesehatan bakal calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil
pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran

kelengkapan persyaratan calon.

(5) Hasil pemeriksaan kesehatan s%iimana
dimaksud pada ayat (4) bersifat final daN k dapat
dilakukan pemeriksaan pemband®

Ketentuan huruf b dan huruf c \b diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut: Q

‘ﬁ 49
Dalam hal baka\Q< mencantumkan riwayat

pendidikan di as olah lanjutan tingkat atas,

Pasangan Calon menyertakan:

a. fotokopi §jdz&h perguruan tinggi negeri atau swasta
v@galisasi oleh pejabat yang berwenang di

ruan tinggi yang bersangkutan;

alisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan

tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila

% perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal

33.

calon berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh  Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan
Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi
swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta

tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.”

Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 53
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian



o

(2)

(3)

(4)

(9)

-57-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan
mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah
penelitian.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan
belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat
dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau Bakal Pa% Calon

perseorangan diberi kesempatan % elengkapi

dan/atau memperbaiki persyarat paling lama 3

(tiga) hari sejak pemberit sil penelitian oleh
KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Perbaikan dokum persyaratan sebagaimana
dimaksud pada t (2) dikecualikan bagi bakal
calon atau%l Pasangan Calon yang dinyatakan
tidak rr%uhi syarat kesehatan jasmani dan
rohani‘dan/atau bebas narkoba.

hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon

?&' yatakan tidak memenuhi syarat kesehatan

&

jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon
atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat
diganti dengan bakal calon atau Bakal Pasangan
Calon baru.

Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

pada masa perbaikan.”

34. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 54 diubah,

(1)

sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan

menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
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KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan
selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil
penelitian diterima.

(2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan
perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan
dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan
selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil
penelitian diterima.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Poli an/atau

Bakal Pasangan Calon perseoran lakukan
perbaikan  terhadap  persyar alon

menyampaikan kepada KPU Pr @KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kot \D masa perbaikan
selama 3 (tiga) hari seg pemberitahuan hasil
penelitian diterima.

(4) Perbaikan dok

syaratan calon sebagaimana

dimaksud pada t (2) dan ayat (3) dilakukan

hanya ter dokumen yang dinyatakan belum

lengkap atau belum memenuhi syarat dan/atau

ti @menuhi syarat pada penelitian administrasi
aimana dimaksud dalam Pasal 47.”

ntuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai

% %erlkut
“Pasal 55

oF

36.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan
Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi

persyaratan pencalonan dan syarat Calon.”

Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 56
(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum

memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak
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memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi
kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat
dukungan  selama 5 (lima) hari  setelah
pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan
ketentuan:

a. jumlah dukungan yang diserahkan paling
sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah
kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan s@mana
dimaksud pada huruf a, daN berupa
dukungan baru yang b emberikan
dukungan sebelumnya ke akal Pasangan

Calon manapun dan/Q ungan lama yang
ra

telah diperbaiki, a lain daftar nama

pendukung y% lamatnya tidak sesuai

dengan wilay dministrasi PPS dan/atau
daftar nama P€ndukung yang tidak dilengkapi
Kartu Penduduk;

C. L%sangan Calon dapat menentukan desa

a sebutan lain/kelurahan dan kecamatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

éang menjadi basis untuk perbaikan dukungan

Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan
Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.”

2 37. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

“Pasal 57
Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan
perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
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a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui
PPK;

b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal
Pasangan Calon perseorangan, setelah
mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dengan
membubuhkan paraf dan cap basah, untuk
arsip;

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ untuk

A

arsip.”

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diul@ ngga berbunyi

sebagai berikut:
“PasaQ

(1) Dalam menerima p an dokumen persyaratan

PU Provinsi/KIP Aceh atau

Bakal Pasangan, Ca

KPU/KIP Kabupatén/Kota melakukan prosedur

sebagaima aksud dalam Pasal 39 huruf a,
huruf g, f h, hurufi.

(2) Dalam® ) melaksanakan  prosedur sebagaimana

sud dalam Pasal 39 huruf h, KPU Provinsi/KIP

h atau Kabupaten/Kota mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

% calon perseorangan menggunakan Tanda Terima

39. Ketentuan huruf b Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi

Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).”

sebagai berikut:
“Pasal 59
Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1), meliputi dokumen:
a. surat pernyataan dukungan yang berisi data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),

yang tanda tangan atau cap jempol pendukung
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menggunakan formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;

rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan
Calon perseorangan dan persebaran yang disusun
menggunakan formulir Model B.2-KWK
Perseorangan Perbaikan  yang  berisi data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7)

huruf a dan huruf b.”

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehinggal berbunyi

sebagai berikut: \

(1)
(2)
41. K
b
?\s (1)
(2)

“Pasal 60 V
Perbaikan dukungan Baka @angan Calon
perseorangan yang disam 'Qetelah batas akhir
masa perbaikan persyaragBakal Pasangan Calon,

tidak dapat diterim eh, KPU/KIP Kabupaten/Kota

erita Acara.

Aceh atau KPU/KIP

dan dituangkan dal
KPU Provinsi/

Kabupaten menerbitkan Keputusan

berd a%n“ Berita Acara sebagaimana dimaksud
P @ (1)

an ayat (3) dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga

unyi sebagai berikut:
“Pasal 61

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap
perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon
yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi
syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan
tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas

kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
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mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian
mengenai  penjelasan obyek masalah yang
dilaporkan.

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat
pencalonan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada
instansi yang berwenang atau kepad@pinan
Partai Politik atau Gabungan Partai\ ik yang
mengusulkan Bakal Pasangan Calef.

Hasil penelitian perbaikan se %ana dimaksud
pada ayat (1) dituangk ﬁu formulir Model
BA.HP Perbaikan-KWK danpirannya.

KPU  Provinsi/ KI\!’)n ceh  atau  KPU/KIP
Kabupaten/ KotQ engumumkan kepada
masyarakat «dan enyampaikan hasil penelitian

kepada Pi n Partai Politik atau Gabungan

Partaj %ﬂ'ﬁk dan Bakal Pasangan Calon
P r@gan.”

an ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga
unyi sebagai berikut:
“Pasal 62

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan
pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan,
Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam hal hasil penelitian Bakal Pasangan Calon
dinyatakan  belum lengkap dan/atau tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak
melengkapi dokumen administrasi persyaratan
Pasangan Calon sampai batas akhir masa
perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak

memenuhi syarat.
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(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan
Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan
bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.”

43. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 64 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakuka nelitian
n dan

administrasi perbaikan Nﬁ
méne

persebarannya  dengan h  prosedur
sebagaimana dimaksud sal 17 dan Pasal

18.

(2) Dalam hal perbaik%\;lkungan Bakal Pasangan
Calon perseora@ agaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak mef€apai paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah k gan dukungan dan/atau tidak

memenu ebaran dukungan, Bakal Pasangan

C léyang bersangkutan dinyatakan tidak
nuhi syarat dukungan.

( lam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan

Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua)

% kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau

memenuhi persebarannya, KPU/KIP

QE Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi

terhadap  perbaikan  dukungan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian
terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan
Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.”
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44. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 65 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) B

“Pasal 65
PPS melakukan penelitian administrasi dengan
menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20.
Berdasarkan hasil penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS
melakukan penelitian faktual secara kolektif,

berkoordinasi dengan Bakal Pasa Calon

perseorangan dan/atau tim pen th Bakal
Pasangan Calon. V
Penelitian faktual secara ﬁ sebagaimana

dimaksud pada ayat Q ilaksanakan dengan
ba

menempuh prosedur se imana dimaksud dalam

Pasal 24.
Berdasarkan k®>nelitian administrasi dan
faktual oleh 4PPS;*PPK melaksanakan rekapitulasi
dengan me h prosedur sebagaimana dimaksud
dala P%ﬁ6 dan Pasal 27.

\'@kan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP

a
paten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan

?ﬂ nempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam

% 6)
o

Pasal 28 dan Pasal 29.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
rekapitulasi terhadap hasil penelitian perbaikan
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dan Pasal 31.”

45. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

“Pasal 66
Berdasarkan  hasil rekapitulasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), ayat (5), dan ayat
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(6), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan penelitian pemenuhan
syarat dukungan minimal dan persebaran.

Dalam  hal berdasarkan  hasil rekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan
Bakal Pasangan  Calon  perseorangan telah
memenuhi  syarat minimal dukungan dan
persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan
dukungan Bakal Pasangan Calon pgr§seorangan
memenuhi syarat. \

Dalam hal berdasarkan Nekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada 1), dukungan

memenuhi  syarat mi

Bakal Pasangan Calo eorangan  tidak
Q:al dukungan dan

persebaran dukung U Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupat ota menyatakan perbaikan

dukungan Bakal Pdsangan Calon tidak memenuhi
syarat.”

46. Keten u@sal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai

o

beri

?\ “Pasal 67
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

&

(2)

(3)

Kabupaten/Kota menetapkan hasil penelitian
persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,
penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada
rapat pleno dan menuangkan hasil penelitian dalam
Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan
Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
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(2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

47. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi

&

sebagai berikut:

(1)

(2)

(

(4)

(9)

“Pasal 69
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dala at pleno
terbuka.

Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Vl KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimar@ ud pada ayat

(1) dihadiri oleh:
a. Pasangan Calon; Q

b. wakil Partai Pol u Gabungan Partai Politik
yang mengaju asangan Calon;

c. Pasangan Ca perseorangan;

d. Tim K%\ye;

e

‘% Provinsi atau Panwas

K paten/Kota;

tokoh masyarakat.

énedia massa; dan

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno
pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir
dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan
tertulis yang dapat  dipertanggungjawabkan,
pengambilan nomor urut ebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan
daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas
perwakilan dari Tim Kampanye.

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari

Pasangan Calon.
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(6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian

nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 77
(1) Penggantian calon atau Bakal Pasangan Calon dapat
dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dalam hal bakal calon yan iusulkan

dinyatakan tidak memenuhi syarat ke& an atau

berhalangan tetap. V

(2) Berhalangan tetap sebagaimanatdi sud pada ayat
(1) meliputi keadaan: 0
a. meninggal dunia; ataQ
b. tidak mampu S ksanakan tugas secara

permanen.
(3) Berhalanganstetap®karena meninggal sebagaimana

dimaksud %Ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan

surat k?ﬁngan dari lurah/kepala desa atau

S b@ain atau camat setempat.
(4) %langan tetap karena tidak mampu

?ﬂ laksanakan tugas secara permanen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan
surat keterangan dokter dari rumah @ sakit

pemerintah.”

Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 78
Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
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sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan

saat dimulainya kampanye.”

50. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal,

o

yakni Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

“Pasal 78A
Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap

sebagaimana dimaksud dala Pasal 71 ayat (1) dapat

dilakukan dengan mengubah kedudukang l

a. calon Gubernur, calon Bupati,\ calon
Walikota menjadi calon Wakg nur, calon
Wakil Bupati, atau calon %alikota; atau

b. calon Wakil Gubernu @Nakil Bupati, atau
calon Wakil Walikoteanjadi calon Gubernur,

calon Bupati, a on Walikota.

Penggantian bakal on sebagaimana dimaksud

pada ayat 1), arus mendapat persetujuan
Pimpinan Politik atau Gabungan Partai Politik
tingk sat yang dituangkan dalam Keputusan
Partai Pglitik atau Gabungan Partai Politik.

antian bakal calon sebagaimana dimaksud

?pa a ayat (1) tidak mengubah dukungan Partai

S¥

Politik atau Gabungan Partai Politik.”

Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

“Pasal 84A
Dalam hal pada saat dimulainya masa kampanye
sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat
Pasangan Calon yang berhalangan tetap, akan tetapi
masih terdapat paling sedikit 2 (dua) Pasangan
Calon:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan
mengumumkan Pasangan Calon yang

berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai
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Pasangan Calon melalui media massa, PPK, PPS
dan KPPS;

b. Ketua KPPS mengumumkan Pasangan Calon
yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai
Pasangan Calon pada papan pengumuman di
TPS dan mengumumkan secara berulang-ulang
kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap

atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mperoleh

suara, perolehan suara dimaksud diny n tidak

sah.” @V

52. Ketentuan Pasal 100 ditamba@ ) ayat, yakni ayat
ikut:

oF

(3), sehingga berbunyi seba&i

(1)

(3)

«

00

Kepala Desa ya nkan oleh Partai Politik atau
Gabungan rtai ™Politik atau mencalonkan diri
secara per%gan menjadi Pasangan Calon, wajib
mer@ n surat pemberitahuan kepada Bupati

ata ikota melalui Camat yang dibuktikan

n tanda terima pemberitahuan.

(?Dg angkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik
a

RS

tau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri
secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala
Desa yang dibuktikan dengan tanda terima
pemberitahuan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

pada saat pendaftaran.”

53. Bab IX dihapus.
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54. Di antara Pasal 102 dan 103 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 102A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

“Pasal 102A

Dalam hal terdapat keadaan:

a.

setelah dilakukan penundaan, dan sampai
dengan  berakhirnya masa  perpanjangan
pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon yang mendaftar;

terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
yang mendaftar, dan berdasa% hasil
penelitian hanya terdapat 1 (satu);\

sejak penetapan Pasang%&n sampai

a Kampanye,

dengan saat dimulainya
terdapat Pasangan Q’ang berhalangan
tetap; Q

sejak dimulain%\ asa Kampanye sampai
dengan hQ ungutan suara, terdapat
Pasangan Cal®fl yang berhalangan tetap; atau

terda&asangan Calon yang dikenakan

n embatalan sebagai peserta Pemilihan
@ mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

asangan Calon.

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota  melanjutkan  penyelenggaraan

Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1

(satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan

dengan 1 (satu) Pasangan Calon.”

55. Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

“Pasal 103

Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk

keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan
pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus
khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat
KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP

Kabupaten/Kota.” 2 |

Pasal II V
Peraturan KPU ini berlaku pada tangga@@xgkan.

&

&

&\Q

Q
X
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

N
HUSNI @@XK

Diundangkan di Jakarta Q
pada tanggal 3\

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG$

KEMENTERIAN HUKUM DAN H?K I MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, E

WIDODO E A

BERIT@RRA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR



